
NO IKK OUTCOME RUMUS PERHITUNGAN (ha) (X) HASIL

Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur 

pengendalian banjir di WS Kewenangan provinsi (ha)
153.314                            

Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) 488.344                            

Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi 

oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi (ha)
6.314                                 

Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS 

Kewenangan provinsi (ha)
35.080                              

Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang 

dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara 

(ha) di tahun eksisting

29.660                              

Luas daerah irigasi kewenangan provinsi 50.040                              

Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air 

minum curah lintas kabupaten/kota
600                                    

Jumlah  kumulatif  kebutuhan  pemenuhan  kapasitas 

yang  memerlukan  pelayanan  air  minum  curah lintas kabupaten/ kota di 

provinsi bersangkutan.

600                                    

Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional -                                          

Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional -                                          

1.c.3

Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui 

penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota 

terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang 

memerlukan pelayanan air minum curah lintas 

kabupaten/kota

100% 100%

1.c.4
Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL 

Regional
100% 0%

1.c.1.2
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan 

abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur 

pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi

100% 18%

1.c.2
Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang 

dilayani oleh jaringan irigasi
100% 59%

Lampiran Indikator Kinerja Kunci (IKK)

DINAS CIPTAKARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2023

1.c.1.1
Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang 

terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir
100%
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31%



Panjang Pantai (km)
Kawasan Rawan 

Abrasi (Km)

Luas Kawasan rawan 

banjir skala (asumsi 

1:100m2) (Ha)

Capaian Hingga 

Tahun 2023

Persentase 

(%)

7.016,00                       350,8                         35.080,0                       6.314,4                      18%

7.016,0                         350,8                         35.080,0                       6.314,4                      18%

Data Panjang Pantai Sulawesi Tengah

No Tahun Panjang (m) Panjang (Km) Ket

1 Kota Palu 701.600,00                          

2 Kabupaten Sigi 7.016,00                              

3 Kabupaten Donggala 414000 414

4
Kabupaten Parigi 

Moutong
472000 472

170

5 Kabupaten Buol 234634 234,634

6 Kabupaten Toli-Toli 453980 453,98

7 Kabupaten Tojo Poso 127000 127

8
Kabupaten Tojo Una-

Una
951115 951,115

9 Kabupaten Morowali 650000 650

10
Kabupaten Morowali 

Utara
650000 650

11 Kabupaten Banggai 613250 613,25

12
Kabupaten Banggai 

Kepulauan
1714218 1714,218

13
Kabupaten Banggai 

Laut
1714218 1714,218

TOTAL

Data Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah

Pantai

Sulawesi Tengah
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Panjang Sungai (km)
Panjang Sungai 

Rawan Banjir (Km)

Luas Kawasan rawan 

banjir skala (asumsi) 

(1m : 1 ha)

Capaian Hingga Tahun 

2023 (Ha)
Persentase (%)

3.173,00                              253,8                          253.840,0                       86.305,6                        34%

707,24                                 56,6                            56.579,2                         16.408,0                        29%

1.898,56                              151,9                          151.884,8                       42.527,7                        28%

372                                       26,0                            26.040,0                         8.072,4                          31%

6.150,8                                488,3                          488.344,0                       153.313,7                     31%

31%

Data Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemaliharaan

No Tahun Panjang  (m)

Normalisasi

Panjang (m)

Bronjong

Panjang (m)

Krib

Panjang (m)

Tanggul

Panjang (m)

Pas. Batu

Ket

1 2008 6.249 277 97 

2 2009 10.463 500 84 

3 2010 6.832 1.917 233 137 

4 2011 13.367 2.453 72 3.941 

5 2012 10.113 1.808 87 555 

6 2013 4.959 1.652 

7 2014 6.881 862 

8 2015 4.671 407 

9 2016 1.211 380 

10 2017 250 698 

11 2018 248 

12 2019 252 796 58 

13 2020 1.565 

14 2021 27.501 6 

15 2022 34.200 8 20 

16 2023                                     4.000 3.500 

JUMLAH 70.813 77.199 587 4.633 78 

TOTAL (m) 153.310                               

TOTAL

Data Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah

Nama WS

Bongka Mentawa

Laa Tambalako

Lambunu Buol

Kepualuan Banggai
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Masalah Sungai (Banjir) : 

Luasnya daerah rawan banjir yang harus ditangani di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Sulawesi 

Tengah sangat luas yaitu lebih dari 590.750 hektare, dimana dalam Renstra periode 2021-2026 baru 

menargetkan penangananya sebesar 40% dari luas rawan banjir yaitu 236.300 ha. 

Hal ini dikarenakan terbatasnya dana APBD Provinsi Sulteng membiayai penanganan banjir. Ditambah lagi 

kondisi hutan tangkapan hujan (Cacthment Area) yang semakin rusak dengan maraknya pembukaan 

hutan dan lahan untuk aktivitas lainnya, sehingga luas rawan banjir semakin bertambah. 

  

Solusi Banjir : 

Menambah Dana alokasi penanganan banjir, mentertibkan pembukaan hutan dan lahan, dan memberikan 

kesadaran kepada warga tentang pentingnya menjaga Cacthment Area (Kampanye Penyadaran Pubik). 

 

Masalah Abarasi Pantai : 

Panjang garis Pantai di Sulawesi Tengah sangat Panjang yaitu 7.016 km, dan garis Pantai yang rawan abrasi 

kurang lebih sekitar 5% yaitu 350 km. Untuk target rensta periode 2021-2026 baru bisa menargetkan 10% 

daritotal luasan yaitu kurang lebih sekitar 34,04 Km. Karena keterbatasan dana APBD Prov. Sulteng tiap 

tahunnya baru bisa tertangani 4-6 km.  

Solusi Abrasi Pantai : 

Menambah alokasi dana Penanganan Abrasi Pantai, mengedukasi Masyarakat agar tidak tinggal langsung 

dibibir/garis Pantai dan tetap memperhatikan sempadan Pantai, merelokasi pemukiman yang berada 

dibibir Pantai yang selalu terancam oleh gelombang pasang air laut. 
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DATA PRASARANA FISIK DAN DOKUMENTASI - DAERAH IRIGASI PERMUKAAN

Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan 

Permen 14/2015

Potensial 

(Pemetaan IGT)

1 3 5

1 D.I. Malonas 1.625                                    1625

2 D.I. Kekeloe 1.169                                    1169

3 D.I. Paneki 500                                       500

4 D.I. Dolago 2.557                                    2557

5 D.I. Malino 2.002                                    2002

6 D.I. Maoti 1.769                                    1769

7 D.I. Ongka Atas 2.035                                    2035

8 D.I. Tada 2.354                                    2354

9 D.I. Torue 2.096                                    2096

10 D.I. Kasimbar 1.081                                    1081

11 D.I. Mepanga Hilir 1.029                                    1029

12 D.I. Tendelalos 1.629                                    1629

13 D.I. Kolondom 1.300                                    1300

14 D.I. Malomba Ogowele 1.419                                    1419

15 D.I. Air Terang 1.028                                    1028

16 D.I. Tambayoli/Sumara 1.210                                    1210

17 D.I. Ungkaya 1.443                                    1443

18 D.I. Karaopa 2.450                                    2450

19 D.I. Bakung 1.200                                    1200

20 D.I. Dongin Pandanwangi 1.649                                    1649

21 D.I. Moilong 1.007                                    1007

22 D.I. Toili 2.410                                    2410

23 D.I. Tolisu Atas Bawah 1.333                                    1333

24 D.I. Bella 1.231                                    1231

25 D.I. Bunta 2.481                                    2481

26 D.I. Waru Lamala 2.005                                    2005

27 D.I. Puna Kiri 2.162                                    2162

28 D.I. KarongKasa 1.130                                    1130

29 D.I. Gintu 1.136                                    1136

30 D.I. Saroso 1.200                                    1200

31 D.I. Balukang II - 1200

32 D.I. Wosu - 1200

47640 50040

No.
Nomeklatur/

Nama D.I.

Luas Areal (Ha)

2

Total

Mengetahui :
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PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 98.257.207.956                               93.778.438.851                     

BIDANG IRIGASI DAN RAWA 45.887.750.538                 42.273.247.199          

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem 

Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi 

yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah 

Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

45.887.750.538                 42.273.247.199          

Sarana dan prasarana jaringan 

irigasi  kita sebagian besar 

dalam kondisi rusak, umur 

teknis jaringan irigasi kita 

sebagian besar sudah tua. Dari 

30 DI kewenangan provinsi 

hanya 2 DI yang berumur 10 

tahun (yaitu Daerah Irigasi 

Karaopa  di kab. Morowali dan 

Daerah Irigasi Bella di Kab. 

Banggai), 8 DI berumur di atas 

20 Tahun, 10 DI berumur diatas 

30 tahun, 9 Daerah Irigasi  

berumur diatas 40 tahun dan  1 

Daerah Irigasi berumur diatas 

50 tahun yaitu Daerah Irigasi  

Moilong dikabupaten  banggai

a. Peningkatan fungsi jaringan irigasi 

yang sudah dibangun

b. Daerah-daerah irigasi yang jaringan 

irigasinya rehabilitasi

c. Daerah-daerah irigasi guna 

peningkatan kinerja operasi dan 

pemeliharaan yang diselenggarakan 

dengan berbasis partsipasi 

masyarakat.

Sub.Keg : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen 

Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1.002.793.500                   993.763.939               

Sub Keg : Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 3.368.511.707                   3.231.110.907            

Sub Keg : Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 14.984.313.900                 12.920.363.400          

Sub Keg : Rehabilitasi Bendung Irigasi 21.306.922.481                 20.137.943.480          

Sub Keg : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 4.970.875.900                   4.757.869.689            

Sub Keg : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 

Pemukaan
254.333.050                       232.195.784               

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
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NO

PEMERINTAHAN BIDANG 

PENATAAN UMUM DAN PENATAAN 

RUANG

DINAS CIPTA KARYA DAN 

SUMBER DAYA AIR PROV. 

SULTENG

Mendukung Isu Strategis Kawasan 

Pangan Nusantara dan 

Penganggulangan Kemiskinan

LAMPIRAN LKPJ 2023 DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH

URUSAN SKPD/UNIT KERJA KEBIJAKAN TINJUT REKOM DPRDUPAYA MENGATASIPERMASALAHANURAIAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp)



NO URUSAN SKPD/UNIT KERJA KEBIJAKAN TINJUT REKOM DPRDUPAYA MENGATASIPERMASALAHANURAIAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp)

BIDANG SUNGAI, PANTAI, DANAU DAN AIR BAKU 52.369.457.418                 51.505.191.652          

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan 

Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota

52.369.457.418                 51.505.191.652          

Sistem informasi SDA belum 

maksimal. Sebaran pos – pos 

hidrologi pada 4 wilayah sungai 

kewenangan provinsi belum 

sesuai dengan hasil 

Rasionalisasi,  Sering terjadinya 

banjir akibat kurangnya 

kesadaran masyarakat 

terhadap kelestarian sumber 

daya air, adanya eksploitasi 

hutan dan penebangan hutan 

menyebabkan perubahan 

kondisi DAS, sehingga masih 

banyak sungai yang berkondisi 

kritis dan perlu ditangani, 

Masih banyak terdapat abrasi 

pantai

5. Konservasi sumber daya air dan 

pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

dengan memperhatikan keterpaduan 

dengan tata ruang wilayah. 

Peningkatan partisipasi masyarakat 

dan kemitraan diantara pemangku 

kepentingan terus diupayakan tidak 

hanya pada saat kejadian banjir, 

tetapi juga pada tahap pencegahan 

serta pemulihan pasca bencana. 

Penanggulangan banjir diutamakan 

pada wilayah berpenduduk padat dan 

wilayah srategis. Pengamanan pantai-

pantai dari abrasi terutama dilakukan 

pada daerah perbatasan. Pulau-pulau 

kecil serta pusat kegiatan ekonomi 

dan jalur-jalur strategis.

Sub Kegiatan PEMBANGUNAN UNIT AIR BAKU 844.360.600                       843.216.100               

Sub Kegiatan  Pembangunan Tanggul Sungai 14.528.582.949                 14.322.258.799          

Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan 

Pengaman Pantai Lainnya
24.605.278.513                 24.249.977.563          

Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai 9.881.369.351                   9.621.019.755            

Sub Kegiatan : 

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan 

Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, 

Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai

1.436.874.355                   1.414.413.329            

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan 

kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan 

Provinsi

600.000.000                       586.488.263               

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan 

Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
472.991.650                       467.817.843               

BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN 25.735.296.435                               23.408.554.290                     

Mendukung Isu Strategis Penanganan 

Wilayah Stunting dan Sistomeasis
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 13.407.480.652                               13.359.094.996                     



NO URUSAN SKPD/UNIT KERJA KEBIJAKAN TINJUT REKOM DPRDUPAYA MENGATASIPERMASALAHANURAIAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp)

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 

yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis 

Provinsi

13.407.480.652                 13.359.094.996          

Belum optimalnya infrastruktur 

sistem drainase permukiman, 

Belum tuntasnya Kawasan 

Stunting pada kawasan 

Strategis Provinsi

a. Melakukan penyusunan kebijakan 

sistem drainase perkotaan yang 

diharapkan akan menjadi pedoman 

bagi pemangku kepentingan.

b. Pelibatan masyarakat dalam 

pemeliharaan dan rehabilitasi 

drainase dengan harapan 

menumbuhkan kesadaran masyarakat 

untuk senantiasa membantu 

pemerintah dalam mengatasi 

permasalahan limbah dan drainase.

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase 

Perkotaan
92.919.050                         90.758.800                  

Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan 13.240.468.402                 13.194.653.396          

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 74.093.200                         73.682.800                  

Mendukung Isu Strategis Penanganan 

Wilayah Stunting dan Sistomeasis
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 3.546.396.783                   3.490.383.972            

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air 

Limbah Domestik Regional
3.546.396.783                   3.490.383.972            

Masih tingginya angka penyakit 

yang disebabkan sanitasi 

buruk.,Belum tuntasnya 

Kawasan Stunting pada 

kawasan Strategis Provinsi

a. Melaksanakan 

rehabilitasi/peningkatan/perluasan 

sistem pengelolaan air limbah 

domestik regional dalam upaya 

mewujudkan lingkungan masyarakat 

yang sehat dan bebas ancaman 

penyakit.

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan 

Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
184.923.533                       180.131.400               

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Domestik Terpusat
3.361.473.250                   3.310.252.572            

Mendukung Isu Strategis Penanganan 

Wilayah Stunting dan Sistomeasis
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN 

AIR MINUM
8.781.419.000            6.559.075.322      

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas 

Kabupaten/Kota

8.781.419.000            6.559.075.322      

Masih kurangnya penerapan 

NSPK bidang air minum, 

sehingga belum terarahnya 

SPAM diprovinsi dan 

kabupaten/kota, Belum 

selesainya perbaikan terhadap  

kerusakan akibat gempa bumi, 

liquifaksi dan tsunami pada 

tanggal 28 september 2018 

lalu, Belum adanya database 

tentang air minum ditingkat 

provinsi dan kabupaten/kota, 

serta alokasi anggaran untuk 

pembinaan dan pengawasan 

penerapan SPM relatif rendah

a. Meningkatkan Penyediaan air 

minum bagi kebutuhan masyarakat 

melalui pembangunan jaringan 

perpipaan baru pada daerah-daerah 

kritis atau belum terjangkau 

pelayanan yang memiliki potensial 

sumber air, serta pendekatan 

tehnologi tepat guna pada daerah 

yang tidak memiliki potensi sumber 

air.                                                                                                                                                                                                                     

b. Melaksanakan pembangunan 

infrastruktur untuk mendukung 

pengembangan kawasan prioritas 

seperti : Kawasan Strategis Provinsi 

(KSP), kawasan industry, kawasan 

stunting, kawasan schistosomiosis, 

kawasan daerah tertinggal dan lain-

lain.



NO URUSAN SKPD/UNIT KERJA KEBIJAKAN TINJUT REKOM DPRDUPAYA MENGATASIPERMASALAHANURAIAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp)

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan 

Teknis SPAM
2.256.015.000            692.067.172         

 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 6.525.404.000            5.867.008.150      

BIDANG PLBG 183.351.929.925        137.018.176.259 

Mendukung Isu Strategis Penataan Lingkungan 

Kawasan Strategis
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 2.339.143.125                   1.932.193.898            

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di 

Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.339.143.125                   1.932.193.898            

Sub Keg : Penataan Bangunan dan Lingkungan 2.339.143.125                   1.932.193.898            

Mendukung Isu Strategis Penataan Lingkungan 

Kawasan Strategis
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 131.172.824.550               86.268.389.151          

Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan 

Strategis Daerah Provinsi
131.172.824.550               86.268.389.151          

Kurang terpeliharanya 

bangunan gedung 

negara yang mendukung 

kepentingan 

masyarakat, karena 

belum adanya 

Perda/Pergub mengenai 

bangunan negara, 

ditambah lagi 

terbatasnya anggaran 

pemeliharaan untuk 

bangunan negara

a. Pembangunan dan 

pemanfaatan bangunan bagi 

kepentingan strategis daerah 

khususnya guna mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang 

memacu kemajuan daerah.

Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan 

Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
103.229.228.118               59.286.141.242          

 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk 

Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
13.364.855.988                 13.186.181.795          

Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan 

Strategis Daerah Provinsi
14.578.740.444                 13.796.066.114          

Mendukung Isu Strategis Penataan Lingkungan 

Kawasan Strategis
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 49.839.962.250                 48.817.593.210          

Penyelenggaraan Insfrastruktur Pada 

Permukiman di Kawasan Startegis Daerah 

Provinsi

49.839.962.250                 48.817.593.210          

Database jalan 

lingkungan pada 

kawasan strategis 

provinsi belum tersedia, 

Kurangnya pelaksanaan 

sosialisasi terkait 

penyelenggaraan 

kegiatan penataan 

lingkungan pemukiman

Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur 

Kawasan Permukiman di Strategis Daerah 

Provinsi

49.839.962.250                 48.817.593.210          

SEKRETARIAT 33.531.552.441                 32.192.561.340          



NO URUSAN SKPD/UNIT KERJA KEBIJAKAN TINJUT REKOM DPRDUPAYA MENGATASIPERMASALAHANURAIAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 33.531.552.441                               32.192.561.340                     

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 430.058.900                                     398.953.969                           

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 267.340.000                                     252.808.630                           

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 162.718.900                                     146.145.339                           

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.239.108.417                                 3.096.452.843                       

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.154.958.417                                 3.012.514.643                       

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 84.150.000                                       83.938.200                             

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
5.647.205.001                                 5.526.886.728                       

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.138.729.546                                 1.102.940.291                       

Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.508.475.455                                 4.423.946.437                       

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah
661.696.750                                     660.387.807                           

Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

444.976.750                                     444.702.263                           

Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
216.720.000                                     215.685.544                           

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.670.244.973                               20.752.314.305                     

Sub Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 21.434.422.723                               20.526.642.780                     

Sub Keg : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD
235.822.250                                     225.671.525                           

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 727.779.750                                     708.569.394                           

Sub Keg : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian 

Barang Milik Daerah pada SKPD
727.779.750                                     708.569.394                           

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 
1.155.458.650                                 1.048.996.294                       

Sub Keg : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah
171.830.800                                     171.350.800                           

Sub Keg : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 357.097.500                                     345.414.389                           

Sub Keg : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
386.412.650                                     292.124.350                           

Sub Keg : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 240.117.700                                     240.106.755                           

UPT I 19.304.820.832                               19.024.254.609                     



NO URUSAN SKPD/UNIT KERJA KEBIJAKAN TINJUT REKOM DPRDUPAYA MENGATASIPERMASALAHANURAIAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 4.293.830.499                                 4.263.674.106                       

Administrasi Umum Perangkat Daerah 120.746.034                                     120.313.200                           

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 120.746.034                                     120.313.200                           

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah
2.894.234.465                                 2.880.452.082                       

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik
46.907.315                                       44.464.832                             

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.847.327.150                                 2.835.987.250                       

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah
1.278.850.000                                 1.262.908.824                       

Penyediaan Jasa Pemeliharaan.Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau lapangan 

128.850.000                                     114.835.924                           

Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor 

atau Bangunan lainnya
1.150.000.000                                 1.148.072.900                       

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 15.010.990.333                               14.760.580.503                     

Karena keterbatasan anggaran, 

biaya OP juga tidak maksimal 

dalam  mendukung 

penanggulangan kemiskinan 

terutama di daerah desil 1 

(kemiskinan ekstrim), serta 

keterbatasan biaya OP yang 

tidak maksimal angka 

kebutuhan nyata operasi dan 

pemeliharaan belum bisa 

dipenuhi. Akibatnya 

pemeliharaan yang mestinya 

dilakukan setiap triwulan atau 

4 kali dalam setahun  namun 

realitanya hanya dilakukan 2 

kali dalam setahun

a. Peningkatan fungsi jaringan irigasi 

yang sudah dibangun

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada 

Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
4.370.677.500                                 4.142.704.053                       

Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 3.122.080.000                                 2.908.973.903                       

Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan 

Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
300.000.000                                     285.607.300                           

Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan 

Provinsi
948.597.500                                     948.122.850                           

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer 

dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-

3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota

10.640.312.833                               10.617.876.450                     



NO URUSAN SKPD/UNIT KERJA KEBIJAKAN TINJUT REKOM DPRDUPAYA MENGATASIPERMASALAHANURAIAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp)

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 10.630.312.833                               10.607.876.450                     

Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 10.000.000                                       10.000.000                             

UPT II 50.349.709.676                               50.267.402.884                     

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 3.522.590.059                                 3.509.864.080                       

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah
40.643.435                                       40.617.500                             

Pengadaan Mebel 40.643.435                                       40.617.500                             

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah
3.296.146.624                                 3.284.429.530                       

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik
42.968.000                                       40.924.411                             

 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.253.178.624                                 3.243.505.119                       

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah
185.800.000                                     184.817.050                           

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan

185.800.000                                     184.817.050                           

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 46.827.119.617                               46.757.538.804                     

Karena keterbatasan anggaran, 

biaya OP juga tidak maksimal 

dalam  mendukung 

penanggulangan kemiskinan 

terutama di daerah desil 1 

(kemiskinan ekstrim), serta 

keterbatasan biaya OP yang 

tidak maksimal angka 

kebutuhan nyata operasi dan 

pemeliharaan belum bisa 

dipenuhi. Akibatnya 

pemeliharaan yang mestinya 

dilakukan setiap triwulan atau 

4 kali dalam setahun  namun 

realitanya hanya dilakukan 2 

kali dalam setahun

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai 

Lintas Daerah Kabupaten/Kota
19.162.749.900                               19.117.215.250                     

Normalisasi/Restorasi Sungai 2.603.900.000                                 2.602.237.650                       

Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 1.188.462.900                                 1.186.006.250                       

Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan 

Pengaman Pantai Lainnya
13.310.387.000                               13.291.758.650                     

Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 2.060.000.000                                 2.037.212.700                       



NO URUSAN SKPD/UNIT KERJA KEBIJAKAN TINJUT REKOM DPRDUPAYA MENGATASIPERMASALAHANURAIAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp)

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder 

pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi 

Lintas Daerah Kabupaten/Kota

27.664.369.717                               27.640.323.554                     

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 25.888.999.147                               25.869.397.904                     

Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 1.675.370.570                                 1.672.996.200                       

Operasional Unit Pengelola Irigasi 100.000.000                                     97.929.450                             

UPT SPAM 3.890.128.000                                 3.779.433.573                       

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 420.392.000                                     414.099.523                           

 Administrasi Umum Perangkat Daerah 154.941.000                                     151.965.401                           

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.725.000                                       48.553.001                             

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 106.216.000                                     103.412.400                           

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 231.831.000                                     231.723.000                           

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.700.000                                       26.700.000                             

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 205.131.000                                     205.023.000                           

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
33.620.000                                       30.411.122                             

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan

33.620.000                                       30.411.122                             

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN 

AIR MINUM
3.469.736.000                                 3.365.334.050                       

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 

Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
3.469.736.000                                 3.365.334.050                       

Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan 1.891.086.000                                 1.827.611.150                       

Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota 1.410.000.000                                 1.403.154.500                       

Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas 

Kabupaten/Kota
168.650.000                                     134.568.400                           

414.420.645.265                             359.468.821.806                   

Mengetahui :
Kepala Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air 

Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. ANDI RULY DJANGGOLA SE.,M.Si
NIP. 19801216 200212 1 003






















































